BUPATISLEMAN

FERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR &0 TAHUN 20132

TENTANG

PENJADARAN ANGCARAN PENDAPATAN DaN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Vienimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Sle‘man Nomor 17 Tahun 2013 tentang

— Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupan

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh

Kabupaten Siemnan Tahun Anggaran 2014

Mengingat @ 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang
Pernbentukan Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah
Istimewa Yogyakarta (Berita Nepara Tahun 1950 Nomor =2p

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas Korupsi dan
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1999 MNomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 3831),

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahur. 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang  Nomor 1 Tanun 2004 1eoiang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 4355);




5.

10.

Undang-Undang Nomar 153 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelelaan dan  Tangpung  Jawabh  Keuangan  MNepars
[Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Forencansan Pembanpunan Nasignal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indénesia Nemor 4421);
Undang-Undang Nemor 32 Tahen 2004  tentang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indeneswa
Tehun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4437) sehagaimana telah diubah
terakkhir dengan Undang-Undang Nomar 12 Tahun 20{%
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomer 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35¢.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 48443,

Undang-Undang Momor 33  Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan
Daerah {Lembaran MNegara Republik Indones:a Tabkun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembarzn Negara Republik lndonesia
Nomor 4438},

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Papk
Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaga Negara Repulak
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Indonesiz Nomor 2049}

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan  Mula: Berlakunya Undang-Urdang 1930
Nomor 12,13,14 dan 12 dam Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah, Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Berita Negarz Tahun 18930 Nomor 59);

l11.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangar Kepala Daerah dan Wakil Kepaa
Daerah (Lembaran Negara Republic [ngonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40Z8];



12Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  reniang

Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewar Perwakilan Rakyat Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor @0, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4415]
sebagaimana telah diubah terakbhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tabun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atms Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 rentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan . Perwakilan Rekyat Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4712);

13Peraturan Pemerintalh Nomor 23 Tabun 2005 tenteng

4.

15.

16.

1=

Pengelolaan Keuangan Badan Laanan Umum [Lembaran
Negara Repubhk indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambaharn Lembaran Negara. Repubhk Indonesia
Nomor 4502 sebagaimana telal diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 rtentang
Perubalian  Atms  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesid
Nomor 3340);

Peraturan Pemerintah  Nomer 24 Tahun 2003 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Deraturan Pemerintah Nomor 34 Tzahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah [(Lembaran Negara Repuklik Indanesia
Tahun 2005 Womor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4374);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara Republik  Indoresia
Tahupn 2005 Nomogr 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4575)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang SisIem
Informasi Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemer 138, Tambshan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomer 4376k




18

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43578);

19Peraturan Pemerintah Nomer 63 Tahun 2005 tentang

21.

22,

23.

24,

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
AMinimal [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahan 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4583}

 Peraturan Pemerintal Nomor 7% Tahun 2005 tentang

Pedoman  Pembinaan Pengawasan Pernyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lemdaran Negara Republik [ndgnesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembearan Negara
Republik [ndonesia Nomor £593);

Peraturapn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  tentang
Pelaporan Keuangan dan  Kinerja Iastansi Pemerinah
{Lembaran DNegara Republik I[ndonesia  Tahun 2006
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubiuk Indonssia
Nomor 4614],

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibao
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 5272);

Peraturan Mentert Dalam MNeger{ Nomor 13 Tabhun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 rtentang
Pergbahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negern
Nomor 13 Tahun 2006 enrang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daeraby

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20i1
teritang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang
Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telan diubzh dengan Peraturan Menter: Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,




25.

26,

27,

29.

enetapkan

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

tenitantg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anpgeta Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Sleman [Lembarap Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004
Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dasrah Kabupaten
Slerman Nomor 19 Tahun 2004  tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Periwakilan Daerah Kabupaten Sleman {Lembaran Daerab
Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri Ej;

Peraturan  Dmerah  Kabupaten Slerman  Nomor T
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab
Lembaran Daerah Kabupaten 8leman Tahun 2008
Nomeoer 2 Seri E};

. Peraturan Daerah  Kabuparen Sleman Nomor 8

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjach
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Slemar [Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahuen 2008 Nomor 3 Seri El
Peraturan  Daerah  Kabupaten — Sleman Nomor 17
Tshun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarnja
Dacrah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Slerman Tahun 2013 Nomor 3 Seri A,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KABUPATEN
SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pa=al |

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201« tercin atas,

pendapat.an

1. pendapatan asli daerah sebesar .Rp 383,497911.887,00




25.

27.

28.

Tenetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daecrah Tahun Angearan 2014;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sleman Nomeor 19 Tahun 2004

tentang Kedudukan Pratokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sleman {Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Taaun 2004
Nomor 23 Seri E) sebapaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman MNomor 7 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sjerman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewar
Perwakilarn Daerah Kabupaten Sleman [Lembaran Dacrah
Kabupaten Slerman Tahur 2007 Nomor 2 Seri Ej;

Peraturany  Dasrah  Kabupaten  Sleman Nomor 7
Tehun 2008 tentang Pengelelaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008
Normor 2 Jerl Ef;

Peraturan  Deerah  Kabupaten — Sleman Nomor &
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Tang Menjad
Kewenangan Pemermtah Kabupaten Sleman  (Lembaran

faerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri BJ

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor 17

Tahun 2013 tertang Anggaran Pendapatan dan Belana
Daerah Tahun Anggaran 2014 {Lembaran Daerah Kabupaien
Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Sert Al

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014,

Pagal 1

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

pendapatan.

|.pendapalan asl daerah sebesar ........ Rp 383.497.211.987.,00




2. dana perimbangan sebesar .................. Rpl 048.511.1 13 184,00
3. lain-lain pendapatar yang sah scbesar ... Rp 437.783710002,.24
4,jumlah pendapatan ......cciiineeneaa Rpl869.792733.173,24
belanja:

1. belanjs tidak langsung

g Dbelanja pegaw al .. i Rpl.051.282076217,20
B belanja DUNGE .uecemriesesimnssmsrosn: Rp 144000000,00
g belanjg subsidi. i e Rp-

d belanja hibah e e Rp 24501 79380000
g belanja bantuan sosial.... ... Rp 39.944377.000,00
f) belanja bagi hasil ... .0 -smeo. RP 34947.552.827 .00
g belanja bantan keuangan ... Ro  41.167.900000.00
hi™ belatije tidak terd g an. .. o Bp_ 17971.9:10895,43

Rp 1209.959H/42735,65
2. belanja langsung

g belanja pepawal duiveieieieneme B 125.875.393310,00

b] belanja barang dan jasa ... Rp A315360836.197,00

d belania modal ciiin 0 e Rp 311.278754374,00
Rp 768.714.%83.881,00

Jumlah belanja sebesar. ..., Rpl 978674626620 ,63
Defigit sebesar .opramssrsmzmrasrarmnes Rp 1088818%91.447.39]

pembiayaan:

1, penerimaan SebesSar.... rremen Rp 109019.891.447.29
2. pengeluaragn sebesar.. . ... Rp. 138.C00000,00
Jumlah pembiavaan netto ... Rp LCB8818G1.44739

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp-

Pasal 2

ingkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

sreantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl

eraturan Bupati ini.

Pasal 3

enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah sebagaimana tercantum
alam Lampiran [ vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan

upat ni.




Pasal 4

laksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

-etapkan daiam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokarenr
sesual  ketentuan

laksanean anggaran satuan kerja perangkat daerah

raturan perundang-undangan.

Pasal 5

raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

mr setiap crang mengetahuinys, memerintaltkan pengundangan Peraturan

upati ini dengan pencmpatan dalam Berita Dacrah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan dt Sleman
pada tanggal 19 Tlexgmher 777

BUPATI SLEMAN,

_—"-

SRl PURNOMO

lundangkan di Sleman

ada tangeal 19 Desembe= 2017

EKRETARIS DAERAH
ABUPATEN SLEMAN,

'ERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN2CHENOMOR 5 SERI A
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